BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan
Dari penelitian yang telah dilakukan maka didaptkan hasil penelitian
sebagai berikut:

1. Pertimbangan penggunaan hak ex officio oleh hakim didasari oleh
landasan yang komprehensif meliputi aspek yuridis, sosiologis, dan
ekonomi. Secara yuridis, hakim memandang hak ini bukan sebagai
pelanggaran asas ultra petita, melainkan kewenangan atributif yang
diamanatkan undang-undang untuk menegakkan keadilan substantif.
Secara sosiologis, hakim mempertimbangkan kondisi budaya masyarakat
Minangkabau di mana perempuan sering merasa malu dan takut stigma
untuk menuntut nafkah, serta faktor ketidaktahuan hukum (legal illiteracy)
dan ketidakhadiran (verstek). Pertimbangan ini diperkuat dengan filter
kemampuan ekonomi suami untuk memastikan putusan tidak menjadi
ilusi. Dalam praktik pelaksanaannya, kewajiban yang ditetapkan melalui
hak ex officio pada umumnya dipenuhi secara sukarela Kkarena
penggunaannya bersifat selektif dan diposisikan sebagai “pintu darurat”.
Apabila tidak dipenuhi, konsekuensi yang timbul lebih bersifat prosedural
dan administratif, yakni penundaan ikrar talak dalam perkara cerai talak
dan pembatasan pengambilan akta cerai dalam perkara cerai gugat.
Berdasarkan data wawancara, tidak ditemukan mekanisme eksekusi formal
yang secara khusus mengatur pemaksaan pelaksanaan hak ex officio,
sehingga efektivitasnya dalam praktik lebih bertumpu pada kepatuhan
sukarela dan tekanan prosedural daripada pada instrumen eksekusi paksa.

2. Penggunaan hak ex officio ditinjau dari konsep perlindungan hukum
merupakan bentuk aktivisme yudisial (judicial activism) yang berfungsi
sebagai jaring pengaman (safety net) bagi pihak yang lemah. Hakim
menerapkan strategi persuasi yudisial dan validasi materiil terhadap

penghasilan suami untuk mengubah kewajiban hukum menjadi komitmen
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moral, sehingga menjamin efektivitas eksekusi dan mencegah terjadinya
putusan yang tidak dapat dilaksanakan (non-executable).

3. Hak Ex Officio termasuk kepada maslakah mursalah. Penggunaan hak ex
officio dikategorikan sebagai maslakah mursalah karena tidak
bertentangan dengan dalil nash (Al-Qur'an dan Hadis) dan sejalan dengan
prinsip umum penegakan keadilan. Tingkatan kemaslahatannya tergolong
ke dalam maslakah hajiyyah, yaitu manfaat yang dibutuhkan untuk
menghilangkan kesulitan (raf"u al-haraj) dan memberikan kemudahan
(taysir). Hakim menghilangkan kesulitan birokrasi dan hambatan
psikologis istri melalui putusan jabatan. Selanjutnya, penerapan ini juga
memenuhi prinsip keseimbangan (tawazun) dalam menjaga Hifz al-Mal
(harta) suami melalui prinsip proporsionalitas dan pencegahan kerusakan
(dar’u al-mafasid), di mana hakim menolak menetapkan nafkah yang
melampaui batas kemampuan suami demi mencegah kegagalan eksekusi.
Ex officio juga termasuk dalam kategori Maslahah Khassah. Ex Officio
merupakan instrumen hukum yang digunakan secara selektif oleh hakim
tertentu, untuk menyelesaikan kasus spesifik, demi melindungi
kepentingan individu tertentu, dan tidak berlaku secara universal sebagai
kebijakan publik yang mengikat seluruh hakim maupun seluruh perkara.

5.2 Rekomendasi
Berdasarkan hasil penelitian terkait penerapan hak ex officio di Pengadilan

Agama Padang Kelas 1A perspektif maslakah, beberapa rekomendasi yang dapat
diajukan untuk pengembangan lebih lanjut adalah sebagai berikut: disarankan
agar hakim terus konsisten menerapkan standar validasi data ekonomi yang ketat
(seperti slip gaji) sebelum menjatuhkan putusan ex officio untuk menghindari
putusan imajiner. Perlu adanya penguatan edukasi hukum bagi masyarakat,
khususnya perempuan, agar memahami hak-hak pasca-perceraian sehingga tidak
sepenuhnya bergantung pada inisiatif hakim. Serta mendorong Mahkamah Agung
dan Pemerintah untuk merumuskan regulasi eksekusi yang lebih otomatis (seperti
salary deduction) bagi putusan nafkah yang telah berkekuatan hukum tetap, guna

menjamin kepastian hukum yang nyata bagi istri dan anak.
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5.3 Implikasi

Penelitian mengenai hak ex officio ini memberikan implikasi teoretis
terhadap pergeseran paradigma peran hakim dari corong undang-undang menjadi
penegak keadilan aktif yang responsif terhadap nilai budaya dan kondisi sosial.
Secara praktis, penelitian ini berimplikasi pada penguatan konsep perlindungan
hukum yang integratif Perlindungan Ganda, yang menunjukkan bahwa
perlindungan terhadap hak istri dapat berjalan beriringan dengan perlindungan
terhadap hak asasi suami tanpa saling mencederai. Hal ini mendorong terciptanya
putusan peradilan agama yang tidak hanya adil secara teologis, tetapi juga efektif
secara sosiologis dan ekonomis dalam menyelesaikan sengketa rumah tangga.

5.4 Keterbatasan Studi

Penelitian ini hanya membahas penerapan hak ex officio hakim dalam
memutus perkara perceraian pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Padang
Kelas 1A. Studi ini fokus pada pertimbangan hakim dan analisis normatif,
sehingga belum banyak membandingkan dengan praktik di pengadilan agama
wilayah lain yang memiliki karakteristik budaya berbeda. Hal ini membatasi
kemampuan untuk mengidentifikasi variasi penerapan hukum dalam konteks
budaya yang beragam. Selain itu, keterbatasan metodologis juga terdapat pada
aspek informan, di mana wawancara mendalam dalam penelitian ini terbatas pada
perspektif hakim perempuan. Hal ini membatasi kemampuan penelitian untuk
memetakan potensi disparitas pandangan berbasis gender (gender perspective)
dalam penggunaan diskresi yudisial. Studi ini juga lebih berfokus pada
pertimbangan hakim dan analisis normatif, sehingga belum banyak
membandingkan dengan praktik di pengadilan agama wilayah lain yang memiliki
karakteristik budaya berbeda. Oleh karena itu, penelitian lanjutan sangat
disarankan untuk mengeksplorasi perspektif hakim laki-laki guna melihat apakah
terdapat perbedaan pendekatan atau sensitivitas gender dibandingkan hakim
perempuan dalam menerapkan hak ex officio. Selain komparasi perspektif gender,
penelitian masa depan juga dapat diarahkan pada kajian mendalam mengenai
tingkat kepatuhan hukum (legal compliance) pihak suami terhadap putusan ex

officio, serta hambatan-hambatan eksekutorial yang dihadapi di lapangan pasca-
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putusan berkekuatan hukum tetap, untuk mengukur efektivitas putusan terhadap

kesejahteraan ekonomi mantan istri dan anak dalam jangka panjang.
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